PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 2/11/PBI/2000

TENTANG

PENETAPAN STATUS BANK DAN PENY ERAHAN BANK KEPADA

Menimbang :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a bahwa pada s ini Indonesa mash mengdami  kesulitan

perbankan yang membahayakan perekonomian nasond;

. bahwa ddam rangka mengatas keaulitan perbankan nasiond,

tedah dilakukan program restrukturises  perbankan  nasond
dan pemulihan kepercayaan maesyareka, antara lan mddui
pembentukan Badan Penyehatan Pebankan Nasiond dan
program penjaminan Pemerintah;

bahwa ddam rangka pdaksanaan program  restrukturises
pebankan  nesond, pelu  dilakukan  langkah-langkah
teehadgp bank yang dinila mengdami  keaitan ddam
kegaan usthanya antara lan  dengan  penyerahan  bank
kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasond;

. bahwa  shubungan dengan itu pelu diatur mengena

Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan
Penyehatan Perbankan Nasond ddam suatu Peraturan Bank
Indonesia;



Mengingat
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Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagamana telah diubah
dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

. Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan

Penyehatan Perbankan Nasond (Lembaan Negaa Tahun
1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814)
shagamana  tdah  diubeh  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 227);

. Peraturan  Pemerinteh  Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pencabutan 1zin Usaha, Pembubaran dan Likuides Bank
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3831);

. Keputusan Presden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan

terhadep Kewgiban Pembayaan Bank Umum (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 29);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Peasal 1

Dadam Peraturan Bank Indonesiaini yang dimaksud dengan:

1. Bank addah Bank Umum sebagamana dimeksud ddam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana tdah diubah dengan
Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 yang ikut serta ddam Program
Penjaminan Pemerintah;

2. Badan Penyehatan Pebankan Nasond, yang untuk sdanjutnya disebut
dengan BPPN addah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan

Nesond sdbagamana tdah diubah terakhir dengan Perduran  Pemerintah
Nomor 99 Tahun 1999;

3. Progran  Penjaminan Pemeintah addah program  penjaminan  terhedap
kewgiban pembayaan Bank sebagamana dimaksud dadam  Keputusan
Presden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadgp  Kewgiban
Pembayaran Bank Umum;
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4. Bank Ddam Penyehaan yang untuk sdanjutnya dissbut dengan BDP
addah Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk
tujuan penyehatan;

5. Bank Beku Kegiatan Usaha, yang untuk sdanjutnya dissbut dengan BBKU
addah Bank yang dibekukan kegiaan usshanya oleh Bank Indonesa dan
sanjutnya disrahkan kepada BPPN  untuk tujuan penyelesaian kewgiban
Bak mddui Progran  Penjaminan Pemerintah, penydesaian  hak-hek
karyawan, dan upaya pengembadian uang negara

BAB Il

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS(SPECIAL SURVEILLANCE)

Pesal 2

(1) Ddam hd Bank Indonesa menila suau Bank mengdami  kealitan  yang
membahayakan kdangsungan ushanya meka Bank tersebut ditempatkan
ddam pengawasan khusus Bank Indonesa

(2 Bak yang dnila mengdami kealitan yang membahayakan kedangaungan
ushanya sebegamana dimeksud ddam aya (1) addah Bank yang
memenuhi satu ataul lebih kriteria sebagai berikut:

a rado Kewgiban Penyediaan Modd Minimum kurang dai 4% (empat
perseraus);

b. kredit bemasdah sama dengan aau lebih  dai 35% (tiga puluh lima
perseratus) dari totd kredit;

C. pelampauan....
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pdampauan dan aau pedanggaran Baas Maksmum Pemberian Kredit
tidek dapa disdesakan sesud dengan batas waktu ddam  rencana
kegiatan (action plan);
radso Giro Wgib Minimum ddam rupish kurang dai 5% (lima
perseratus) dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu sSngket.

(3) Ddam rangka pengawasan khusus sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
Bank Indonesia dapat:

a

memeintehkan Bank  untuk  menghentikan  kegigdan  ussha  tartentu
dalam waktu yang ditetgpkan oleh Bank Indonesia; dan atau

memerintahkan Bank dan aau pemegang scham Bank untuk meakukan
tindakan antaralan:

1) menambah modd;
2) mengganti dewan komisaris dan atau direks Bank;

3) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan bedasatkan  Prindp
Syaieh yang teagoong mecet dan  memperhitungkannya ddam
permodaan Bark;

4) melakukan merger atau konsolidas dengan bank lan;

5) menjud Bank kepada pembdi yang berssdia mengambil dih sduruh
kewgjiban;

6) menyaahkan pengdolaan sduruh  dau  sebagian  kegidan  Bank
kepada pihak lain; dan atau

7) menjud sebagian hata dan atau kewgiban Bank kepada bank atau
pihek lain.

Pasal 3 ...



Pasal 3

(1) Bankk dan daau pemegang ssham wagib medakukan tindekan sebagamana
dimaksud ddam Pasdl 2 ayat (3) huruf b ddam jangkawaktu:

a pding lama 6 (enam) bulan untuk Bank yang tdah tedaftar di Pesar
Modd;
b. pding lama 3 (tige) bulan untuk Bank yang tidek terdaftar di Pesar
Modd;
sgak tanggd dikduarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia
(2) Jangka waktu sebagamana dimeksud ddam ayat (1) hanya dapa
diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangkawaktu paing lama 1 (satu) bulan.

BAB I

PENETAPAN BANK DENGAN STATUSBDP DAN PENY ERAHAN
KEPADA BPPN

Pasal 4

Bank Indonesa menetapkan Bank dengan satus BDP dan menyerahkan Bank
tersebut  kepada BPPN gpabila jangka wektu sebagamana dimeksud daam
Pasal 3 terlampaui, raso Kewgiban Penyedisan Modd Minimum kurang deri
4% (empat perseratus) dan Bank memenuhi persyaratan :

a rado Kewgiban Penyedisen Modd Minimum dinila dapat ditingketkan
menjadi 8% (del gpan perseratus) pada akhir tahun 2001;
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b. dinila dapa menydesskan pdampauan dan dau pdanggaan Baas
Maksmum Pemberian Kredit gpabila pada sasat penyerahan  Bank memiliki
pelampauan dan atau pelanggaran Batas Makamum Pemberian Kredit;

c. dinila dapat menurunkan kredit bermesdah menjadi 5% (lima perseratus)
dari total kredit pada akhir tahun 2001 agpabila pada saat penyerahan Bank
memiliki kredit bermasaah lebih dari 5% (lima perseratus); dan

d. memiliki pengauh yang cukup besxy bagi perekonomian nedond aau
daerah.

Pesd 5

(1) Pdaksanaan penyehaan Bank dengan daus BDP  sebagamana dimaksud
ddam Pasd 4 dinyasken tdah sHesa godbila Bank tdah  memenuhi

persyaratan:

a memiliki raso Kewgiban Penyedisan Modd Minimum 4% (empa
perseratus) atau lebih;

b. memiliki raso Giro Wgib Minimum ddam rupiah 5% (lima perseraus)
aauledih;

c. memiliki kredit bemasdah dengan perkembangan yang membak dan
dinila dapat diturunkan menjadi 5% (lima perseratus) pada akhir tahun
2001;

d. tidek terdapat peanggaran ketentuan Baas Maksmum  Pemberian
Kredit, Pods Devisa Neto dan Penyishan Penghgpusan  Aktiva
Produktif; dan

e kriterialain yang ditetapkan oleh Ketua BPPN.

(2) Bark ..
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(2) Bank Indonesa mencabut daus BDP apabila Bank Indonesa tdah

menerima  surad penetgpan  dai BPPN  yang menyaekan  program
penyehaan tehadgp Bank yang bersangkutan tdah sdesa  dilaksanakan
sesual dengan persyaratan sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

BAB IV

PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BBKU DAN PENY ERAHAN
KEPADA BPPN

Pasal 6

Bank Indonesa menetapkan Bank dengan daius BBKU dan  menyerahkan
Bank tersebut kepada BPPN gpabila memenuhi persyaratan:

a. jangka waktu sebagamana dimeksud ddam Pasd 3 bdum terlampaui, dan

b.

kondis Bank menurun dengan cepat yaitu:

1. memiliki ras0 Kewgiban Penyedicen Modd Minimum kurang dari 2%
(dua persratus) dan  dinila tidek dapat ditingkatken menjadi 8%
(delgpan perseratus) pada akhir tahun 2001; atau

2. memiliki raso Giro Wgib Minimum ddam rupiah kurang dai 0% (nol
perseratus) dan tidek dapat diselesaikan.

jangka waktu sebagamana dimeksud ddam Pesd 3 tdah terlampaui, raso

Kewgiban Penyediaan Modd Minimum kurang dai 4% (empat

persratus) dan kondis Bank tidek mengdami  perbakan serta tidak

memenuhi persyaratan untuk ditetgpkan sebagal Bank dengan status BDP.

Pasd 7 ...
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Pasal 7

Bank Indonesa mengubah Bank dengan datus BDP  ssbagamana dimeksud

ddam Pasd 4 menjadi Bank dengan daus BBKU goabila memenuhi

persyaraan:

a. progran penyehatan oleh BPPN tidak depat disdesakan dadam jangka
waktu yang disepakati; atau

b. berdasarkan pertimbangan BPPN  program penyehatan tidek  dapat
dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disgpakati belum terlampavi.

Pesd 8

Ddam hd BPPN tdah sdesa mdaksanakan langkahlangkah yang diperlukan
untuk penydessian Bank dengan daus BBKU, pewydessian sdanjutnya
dilakuken berdasarkan ketentuan  yang berleku  mengena  pencabutan  izin
usaha, pembubaran badan hukum dan likuidas Bank.

BABV
KRITERIA DAN PROSEDUR PENYEHATAN BANK YANG TIDAK
IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasd 9
(1) Bank yang tidek mengikuti Program Penjaminan Pemeintah dan memenuhi
kriteria  sebagamana dimeksud ddam Pasd 2 aya (2), ditempakan oleh

Bank Indonesia ddam pengawasan khusus Bank Indonesia

(2) Bark ...
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(2) Bank Indonesa memerintahken bank dan aau pemegang sdham  bank
sbagamana dimeksud ddam ayat (1) untuk meakukan tindakan

sebagamana dimaksud ddam Pesd 2 aya (3) dengan ketentuan dan jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasd 3.

Pasal 10

Ddam hd tindsken ssbagamana dimeksud ddam Pasd 9 tidek berhasl

memperbaiki  kondis bank, Bank Indonesa meakukan langkah-langkeh untuk

tyuan pencdbutan izin ussha dan memerintahkan direks bank untuk segera

menyelenggarakan Rgpat Umum Pemegang Saham  guna  membubarkan  badan

hukum bank dan membentuk tim likuides sesud ketfentuan yang berlaku

apabila

a jangka waktu sebagamana dimeksud ddam Pasd 3 bdum terlampaui dan
kondis bank menurun dengan cepa Sseua  pasyadan  sebagamana
dimaksud dalam Pasdl 6 huruf & atau

b. jangka waktu sebagamana dimeksud ddam Pasd 3 tdah telampaui namun
rasdso Kewgiban Penyedisan Modd Minimum tidek dapat ditingkatkan
menjadi 4% (empat perseratus) atau lebih.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Sdan ketentuan ddam Pasd 4 dan Pasd 6, Bank Indonesa dapat
menyerahkan Bank kepada BPPN apabila:

a Bak ...
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a. Bak memiliki aktiva produktif bermesdah yang akan disdesakan
meldui pengdihan kepada BPPN; dan
b. terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia, BPPN dan pemegang

sshan  Bank untuk  mengdihken  aktiva  produktif  bermasdah
sebagaimana dimaksud dadam huruf a

(2) Peaksanaan penyerahan Bank sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan
penyerahan kembdi Bank dari BPPN kepada Bank Indonesa dinyatakan
telah sdlesal ddam jangkaweaktu pding lama 3 (tiga) hari kerja

Pasal 12

(1) Bank Indonesa tetgp meakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BDP.

(2) Bank Indonesa dapat meminta daa dan informed  yang diperluken
mengena Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BBKU, bak
secaralangsung dari Bank yang bersangkutan maupun dari BPPN.

Pasal 13

Daam rangka penyerahan Bank dengan datus BDP aau satus BBKU kepada
BPPN, Bank Indonesa menyampakan informes dan dokumen yang

menyangkut:

a. susunan direks dan komisaris sdama 3 (tiga) tahun terakhir;

b. druktur pemoddan dan susunen pemegang ssham sHama 3 (tigd tahun
terakhir;

C. informes ...
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informas mengena data nasabah penyimpan dang;
infformas  terakhir mengena  hesl pengawasan dan pemeikssen yang tdah
dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank; dan
informes  lainnya yang diperluken oleh BPPN sgpanjang tersedia di Bank
Indonesa

Pasal 14

Bank Indonesa mengumumkan pada 2 (duad) surat kabar harian nasond yang
mempunyal peredaran luas, terhadap Bank yang:

a

b.

diserahkan kepada BPPN dengan status BDP atau status BBKU;
dinyatakan telah slesa dilakukan penyehatan oleh BPPN.

Pasal 15

Perubahan terhadap kriteria dan persyaratan:

a

Bank yang dinila mengdami kesliten yang membahayakan kdangsungan
usahanya sebagaimana dimaksud daam Pasdl 2 ayat (2) dan Pasd 9;

Bank yang ditetapkan memiliki status BDP yang diserahkan kepada BPPN
sebagaimana dimaksud daam Pasd 4;

Bak yang tdah sdesa dilaksanakan penyehaan olen BPPN  sebagamana
dimaksud ddam Pesdl 5;

Bank yang ditetgpkan memiliki status BBKU yang diserahkan kepada BPPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 dan Pasdl 7; dan atau

Bank yang tidek berhasl memperbaki kondis ssbagamana dimaksud
dalam Pasal 10,

ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII ...
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BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Bank Indonesa dapat mengenakan sanks adminidratif sebagamana  dimaksud
ddam Pasd 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagamana tdah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
antara lan berupa pemberhentian pengurus bank dan aau laangan turut sarta
daam kegiatan kliring bagi bank yang:

a tidak medaksanakan kewgiban sesua peintah Bank Indonesa ssbagamana
dimaksud dalam Pasdl 2 ayat (3); dan atau

b. teah ditetapkan oleh Bank Indonesamemiliki satus BBKU.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan belakunya Peraturan Bank Indonesa ini meka Surat Keputusan
Direks Bank Indonesa Nomor 31/225/KEP/DIR tanggd 11 Maret 1999
tentang Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehaan Perbankan Nasond
Ddam Rangka Penyehatan, dicabut dan dinyatakan tidek berlaku.

Pasd 18 ...
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Pasal 18

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku padatangga ditetgpkan.

Ditetapkan di Jekarta

Padatanggal 31 Maret 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR

DPNP.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/11/PBI/2000
TENTANG

PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

l. UMUM
Program redrukturisss  perbankan nesond  tdah  dilaksanekan  mddui

langkahrlangkah antara  lan  pembentukan Badan  Penyehatan  Perbanken
Nasond (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitdiss
perbankan. Ddam perkembanganya mesh tedagpat Bank yang dinila
mengdami  kesulitan yang dapat membahaysken kdangsungan usdhanya dan
aau 9gem perbankan nasond.

Sehubungan  dengan itu tehadgp Bank dimeksud perlu  dilakukan
berbaga upaya agar dsem pebankan yang sehat dgpat tercipta secara efektif.
Ddam rangka mencagpa dsem perbankan yang seha tersebut perlu dilakukan
langkahtlangkah penyehatan bagi Bank yang mash mempunya prospek untuk
menjadi sehat aau meakuken langkahlangkah penydessian bag Bank yang
tidk mungkin lagi dapa dischatken. Olen karena itu pelu ditetapkan
persyaaan dan kriteria yang jdas seta trangparan mengena tingkat kesuliten
Bank ddam kegiaan usthanya sata langkahlangkah  koordines  dan
mekanisme yang dipelukan ddam rangka peaksanean  redrukturises
pebankan nasond. Langkahlangkah koordinas antala Bank  Indonesa
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dengan BPPN ddam rangka redrukturissd perbankan nasond antara lain

dituangkan daam Kesepekatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan
KetuaBPPN.

Sesua dengan program rekgpitdises perbankan, maka pada akhir tahun
2001 pebankan diwgibkan untuk memenuhi raso  kewgiban penyediaan
modd minimum sama dengan aau lebih dai 8% (deapan persraus) dan
kredit bermasdah sama dengan atau kurang dari 5% (lima perseratus).

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angkal sampa dengan angkab
Cukupjelas
Pasd 2

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengena  raso Kewgiban Penyedisan Modd Minimum
(KPMM) didasarkan atas keentuan Bank Indonesa tentang
Kewgjiban Penyediaan Modd Minimum Bank Umum.

Huruf b ...
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Huruf b

Yang dimeksud dengan kredit bermaesdah addah kredit dengan kuditas kurang lancar,
diragukan dan macet bedasarkan ketentuan Bank  Indonesia
tentang Kudlitas Aktiva Produktif.

Huruf ¢

Ketentuan mengena Baas Makdmum Pemberian Kredit didasarkan aas  ketentuan
Bank Indonesia tentang Batas Maksmum Pemberian Kredit Bank

Umum.

Pendgpan  Bank ddam  pengawvasan  khusus  tidek  menghilangken sanks  das
pdanggaan dan dau pdampauan Baas Maksmum Pemberian
Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Ketentuan mengena raso Giro Wgib Minimum ddam rupish didasarken aas ketentuan
Bank Indonesatentang Giro Wgib Minimum Bank.

Ayat (3)

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas penelitan yang
mendalam terhadap kondisi Bank antara lain melalui pemeriksaan khusus.

Penelitan mendalam dan perintah yang dilakukan Bank Indonesia termasuk melakukan
pemantauan secara langsung atas kegiatan operasional bank tidak menghilangkan tanggung
jawab pemegang saham maupun pengurus terhadap operasional Bank serta kewajiban-
kewajiban Bank, baik sebelum maupun setelah dilakukan perintah atau penelitian mendalam.

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 disebabkan pelanggaran ketentuan kehatihatian oleh Bank dan atau
pelanggaran komitmen sesuai kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

Pasdl 3 Pdaksanaan ...

Ayat (1)
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Cukup jelas
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Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk jangka waktu yang
dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Proses hukum vyang diperlukan tersebut antara lain penyesuaian terhadap perubahan
anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan dan proses perizinan.

Ayat (2)
Perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa

realisasi penyehatan Bank dapat dilakukan dalam jangka watu perpanjangan paling lama 1
(satu) bulan sejak akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pad 4
Penilaan kondis keuangan ssbagamana dimeksud pada huruf a hurf b
dan huruf c pada aya ini dilakukan oleh Bank Indonesa berdasarkan

business plan dan atau komitmen yang digukan sesual kewgjiban Bank.
Huruf a...

Huruf b

Penilaian terhadgp kemampuan Bank untuk menydesakan pdampauan dan aau peanggaran

Batas Makamum Pemberian Kredit sebagamana didasarkan aas jangka
waktu panyehatan Bank di BPPN.

Pengigpan Bank dengan daus BDP tidek menghilangkan sanks atas pdanggaran dan aau

uf c
Cukup jelas

uf d

pdampauan Baas Makimum Pemberian Kredit sebagamana diatur
daam ketentuan yang berlaku.

Bak yag dnila mempunya pengauh yang cukup besar terhadap perekonomian nasond

addah Bank yang memiliki rekening giro, deposito, dan tabungen sama
dengan aau lebih dai 150000 (seratus lima pulun  ribu) rekening,
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menginget Bank terscbut berpengauh ddam pdeksaneen  fungd
intermediag perbankan.

Bank yang dinila mempunya pengauh yang cukup besar terhadgp perekonomian daerah
addah Bank yang mempunya peranan khusus ddam rangka kedancaran
perekonomian dan pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah.

PaA 5...
Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu penyehatan Bank dengan status BDP oleh BPPN dilakukan didasarkan atas
Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dengan Ketua BPPN.

Penildan kondis keuangan sbagamana dimeksud ddam  aya  ini
didasarkan pada perkembangan kondis ketengan, business plan dan
komitmen yang digukan Bank.

Ayé (2)
Cukup jelas
Pasd 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimeksud dengan kondis Bank tidek mengdami perbakan addah Bank tetagp

mengdami  kesllitan yang membahaysken kdangungan  usshanya
Sesua dengan kriteria sebagaimana dimaksud daam Pasal 2 ayat (2).
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Yang dimeksud dengan persyaratan penetapan Bank dengan daus BDP addah persyaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 4.

Penetgpan Bank dengan status BBKU tidak menghilangkan sanks atas pelanggaran dan
dau pelampauan Batas Maksmum Pemberian Kredit sebagamana digur dalam
ketentuan yang berlaku.

Pasa 7

Kesspakatan jangka wektu pada ayat ini didasarkan atas KW@
Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.
Ddan hd jangka wektu yang disgpakai tdah telampaui, BPPN
menyampaikan rekomendas kepada Bank Indonesia untuk:

C. pepanjangan jangka wakiu penyehatan disata penjdasan aas teajadinya
penundaan penyd esaian program penyehatan terhadap Bank; atau

d. peubahan daus Bank dai daus BDP menjadi status BBKU disarta
penjelasan mengenal permasaahian yang dihadap.

Pasd 8
Cukup jelas

Pasd 9
Ayat (1)
Cukup jeas
Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 10

Langkahlangkah untuk tujuan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan
likuides bank dilaksanakan sesua dengan ketentuan yang berlaku tentang Pencabutan
|zin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidas Bank.

Pasd 11 ...
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Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasa 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini addah bank yang ikut serta
maupun yang tidak ikut serta ddam Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 17 Pasal 17 .
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Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DPNP



